


KATA PENGANTAR

Dalam siklus Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja dibuat oleh Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD), dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah
termasuk entitas yang diwajibkan menyusun Renja. Melalui Renja ini Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupaya membangun komitmen pada
pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara
komprehensif selama kurun waktu tahun 2025. Pada gilirannya dokumen Renja tahun 2024
ini dijadikan sebagai acuan utama penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 untuk selanjutnya ditetapkan Kontrak
Kerja atau Penetapan Kinerjanya. Dokumen Renja sendiri disusun untuk memberikan
ketegasan arah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan pola pikir di atas menjadi jelaslah urgensitas penyusunan Renja bagi
organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya kami ucapkan terimakasih. Satu lagi
(setelah Renstra) sebuah kontribusi penting telah kita dedikasikan untuk perbaikan organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekarang dan masa
yang akan datang. Kami sadar bahwa penyusunan Renja ini merupakan bentuk apresiasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam
partisipasinya menegakkan sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan yang baik di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Akhirnya kritik dan saran dari pihak yang berkepentingan sangatlah diharapkan untuk
perbaikan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai

Tengah di masa yang akan datang.
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Bintara No. 36 Desa Mandingin Barabai, Telpon (0517) 42218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 470/151/DUKCAPIL/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU

SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, dipandang
perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 sesuai
dengan ketentuan — ketentuan sebagaimana yang disebutkan
dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 bahwa perlu dibentuk Tim
Penyusun Renja SKPD;

bahwa untuk memenuhi konsiderans huruf a tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 tahun
2000 tentang Kewenangan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan daerah.

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

Tim Penyusun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan
tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan membuat draf Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Meneliti dan memerikasa draf Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Membuat dan menjilid Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Menyelenggarakan tugas-tugas lain sehubungan dengan
penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Tim Penyusunan laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, sebagai Pengguna Anggaran.



KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2025, DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Hulu Sungai Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Barabai
Pada tanggal : 13 Februari 2025
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1. Bupati Hulu Sungai Tengah di Barabai
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LAMPIRAN I :

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. HST.
470/151/DUKCAPIL/2024
13 FEBRUARI 2024

DAFTAR TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025
NO JABATAN PADA SKPD JABATAN DALAM TIM
1 | KEPALA DINAS Penanggung jawab
2 | SEKRETARIS Ketua
3 | PERENCANA AHLI MUDA Sekretaris
4 | KASUBBAG KEUANGAN Anggota
5 | KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Anggota
6 | KABID PELAYANAN PENDAFTARAN Anggota
PENDUDUK
7 | KABID PEMANFAATAN DATA DAN Anggota
INOVASI PELAYANAN
8 | KABID PENGELOLAAN INFORMASI Anggota
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Ditetapkan di  : Barabai
Pada tanggal 13 Februari 2024
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan tahunan yang dibuat setiap
tahunnya oleh masing-masing SKDP, Renja ini mengacu kepada Renstra yang telah dibuat
oleh SKPD pada awal periode Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di Bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tahun 2025 agar terarah, efektif dan efisien, terpadu dan terukur dalam rangka
mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 mengacu kepada Permendagri nomor 13 tahun
2006 yang dirubah dengan Permendagri nomor 21 tahun2011 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri tahun 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yakni pelayanan dokumen kependudukan KTP dan Akta Kelahiran sudah
harus selesai pada tahun 2012 dan diperbaharui dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012
yakni Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan menambah Indikator Cakupan
Penerbitan KK, KTP dan KIA sudah harus siap 100% tahun 2025 dan Cakupan Akta
Kelahiran 100% sedangkan Akta Kematian 100% pada tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk
Renja yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, evaluasi pencapaian program
tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan dan identifikasi masalah.

Berkenaan Perencanaan ini berbasis Kinerja, maka dalam Renja digambarkan
input, output dan outcome, sehingga setiap tahunnya bias dilihat capaian kinerja yang
harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai
Tengah 5 tahun mendatang sesuai dengan Standar Pelayanan Mutu (SPM) di atas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah tahun 2025 ini dijadikan sebagai acuan dalam membuat Rencana Kerja
Anggaran (RKA) tahun 2025, bahan penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dan Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintak (LAKIP).
Hal ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Good Geverment and Clean

Government Program).




1.2 Landasan Hukum.

Adapun landasan hukum pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1.
2.

10.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tenteng Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan dan Tatacara
Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 dan Nomor 69 Tahun 2012, Tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kementerian Dalam Negeri.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah
daerah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam

penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan tujuan pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 ini adalah untuk

meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada

masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu

Sungai Tengah.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 ini mengacu pula pada Visi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu “Tertib

Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Prima”.

Sedangkan Misi yang diemban untuk mewujudkan isi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu :

1. Mewujudkan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui
penyusunan regulasi teknis dan penyediaan dukungan prasarana, sarana, serta
peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur penelenggaraan administrasi
kependudukan yang tertib, akurat dan berbasis data base yang berkualitas.

2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tertib beradministrasi
kependudukan melalui intensifikasi pemberian informasi, komunikasi dan edukasi
terkait administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
melalui penataan organisasi dan jaringan kerja berbasis teknologi informasi yang
berkelanjutan.

4. Pemanfaatan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang
suksesnya pembangunan di daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :
Babl : Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab Il : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah tahun lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perngkat Daerah Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Prorgam dan Kegiatan Masyarakat.

Bab IIl : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BabIV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BabV:  Penutup




BABII
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang mencakup 7 kegiatan dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

SIAK merupakan basis data kependudukan melalui jaringan komunikasi data antara

Daerah ke Pusat yang perlu penanganan dan pemeliharaan.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diterbitkan dokumennya. diantaranya.

Penyusunan Profil Kependudukan merupakan penyediaan data, pemberian hak akses
dengan pemenfaatan data untuk keakuratan data dalam angka. Sosialisasi dilaksanakan
bertujuan untuk percepatan penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Disdukcapil Kab. HST dapat
berjalan dengan lancar dengan tersedianya sarana dan prasarana, SDM dan alokasi dana

yang disediakan cukup memadai.

Atas evaluasi dirincikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, merupakan pintu pertama dalam rangkaian kegiatan
penataan dan penerbitan dalam penertiban dkumen data kependudukan seperti Biodata
Kependudukan, Kartu Keluarga, KTP-el, KIA dan Pindah Datang Penduduk, sehingga
memerlukan pendukung dalam pelaksanaannya untuk pencatatan, penatausahaan dan
penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk.

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, fokusnya pada sosialisasi Pendaftaran
Penduduk karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara urusan
adminduk dengan kewenangan yang salah satunya pembinaan dan sosialisasi,
sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap peraturan dan jenis
pelayanan kependudukan masyarakat.

3. Pelayanan Pencatatan Sipil, merupakan pintu kedua setelah pendaftaran penduduk.
Pencatatan Sipil wadah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang,
peristiwa penting tersebut antara lain kelahiran, lahit mati, kematian, perkawinan,
percraian, pengeluaran dan pengesahan anak termasuk ganti nama, sehingga dala
pelaksanaannya memerlukan dukungan sarana dan prasarana dan kelengkapan fasilitas
lainnya untk pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa
penting.

4. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil juga berfokus pada sosialisasiterkait pencatatan sipil
sama halnya dengan pendaftaran penduduk terkait maksud dan tujuannya.

5. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, fasilitasi terkait

pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian sarana dan




prasarana yang harus dipenuhi dan terpelihara karena merupakan Basisnya Data
Kependudukan (SIAK) berupa jaringan komunikasi data (Jarkomdat) antara Daerah ke
Pusat dan ditangani oleh SDM yang handal. Dari SIAK ini dapat terlaksanan
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipildan Penyediaan Data Kependudukan.

. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

(PIAK), dalam pelaksanaannya berupa bimtek atau sosialisasi untuk meningkatkan
wawasan peserta/SDM pengelola PIAK Kecamatan dan Kabupaten juga masyarakat
lainnya terkait dengan percepatan penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk
(GISA) dengan tahapan Desa Sadar Adminduk.

. Penyusunan Profil Kependudukan, merupakan kegiatan yang wajib dimasukan dalam

penataan administrasi kependudukan setiap tahun karena menggambarkan Profil
Perkembangan Kependudukan, Agregat Kependudukan dan Buku Induk
Kependudukan. Disamping kegiatan tersebut juga termasuk pemberian hak akses dan
pemanfaatan Data kepada SKPD melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.
Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah merupakan urusan wajib pemerintahan dan berpedoman kepada Undang -
undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan merujuk kepada
Permendagri Nomor 69 Tahun 2012, dan ditunjang dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, semua ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan visi

dan misi Kepala Daerah.
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2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menyangkut dengan :

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan
publik, disamping adanya kecenderungan masyarakat untuk mengurus dokumen
kependudukan bila diperlukan (sudah mendesak). Disamping itu untuk lebih
mendekatkan pelayanan ke desa - desa terpencil, masih dirasakan kurangnya sarana
dan peralatan pendukung operasionalnya,

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tupoksi, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah adalah memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada
masyarakat, sesuai dengan undang - undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Addministrasi Kependudukan, disini dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan stelsel aktif dalam
pelaksanaan pelayanan kependudukan. Dalam pelaksanaan dan pelayanan dokumen
kependudukan, masih ada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya
dokumen kependudukan dan pencatatan, sehingga untuk mewujudkan target SPM
sesuai dengan tugas pokoknya sulit untuk diwujudkan, disamping fasilitas sarana dan

prasarana yang kurang mendukung.

W

. Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas berdampak pada optimalisasi
pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah masih jauh dari harapan yang telah ditetapkan dalam Permendagri
Nomor 69 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, tantangan dalam pelayanan
dokumen kependudukan adalah masih dirasa kurangnya sarana dan prasarana dan dana
yang kurang mendukung, peluang adalah adanya undang - undang Nomor 24 Tahun
2014 tentang administrasi kependudukan, adanya Permendagri Nomor 69 Tahun 2012
tentang SPM, adanya SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

5. Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memerintahkan
kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk dapat menyelesaikan target SPM
Kementerian Dalam Negeri dengan Indikator Cakupan Penerbitan KK dan Cakupan
KTP 100% Tahun 2025, sedangkan Akte Kelahiran 100% Tahun 2022 dan 100%
untuk cakupan akte kematian Tahun 2022.

6. Pemerintah Provinsi menguatkan isu Provinsi SPM diatas, sehingga untuk

pengembangan dan percepatan SPM ini pemerintah Provinsi memfasilitasi beberapa

kegiatan pendukung dalam bentuk rapat koordinasi, shareing informasi ke berbagai

daerah termasuk ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.




7. Pemerintah Daerah, dalam penataan dan penertiban administrasi kependudukan
merasakan masih kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting lainnya seperti :

a. Melakukan perubahan KK bagi pasangan yang baru menikah.

b. Melaporkan pindah datang antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota sehingga
terjadi penduduk musiman

c. Melaporkan Akte Kelahiran dan

d. Mengurus Akte Kematian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 s/d 2026 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat sebagian kegiatan yang
dibatalkan untuk Tahun 2021, dikarena efisiensi anggaran dan masih ada kegiatan sangat
urgent untuk mendukung percepatan lompatan penapaian target SPM Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang akan

dilanjutkan.
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2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bagi program dan kegiatan pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang berasal hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) tidak
ditemui, karena kecenderungan masyarakat dalam usulan kegiatan dalam forum
musrenbang adalah berbentuk fisik sarana dan prasarana (infrastruktur). Hal ini
disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya arti
dokumen kependudukan, padahal dokumen kependudukan merupakan persyaratan utama

untuk memperoleh fasilitas yang diberikan pemerintah.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan diperkuat
dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri, Program Utama adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Indikatornya
adalah Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta
Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak (KIA), menerbitkan Administrasi
Kependudukan agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam
bentuk legilitas dan identitasnya sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik

Indonesia.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A Nasional
1 Pengendalian penduduk dan penguatan tata
kelola kependudukan Sekditjen Rakor Dukcapil
Kemendagri
2 Program penguatan tata kelola kependudukan
3 Kegiatan percepatan cakupan kependudukan dan

integrasi Sistem Administrasi kependudukan

B Provinsi Sekditjen Rakor Dukcapil
Kemendagri

1 Penyajian data kependudukan skala provinsi
dalam 1 tahun

2 Pemanfaatan Data Kependudukan (oleh OPD)

3 Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran
pada anak usia 0-18 tahun

4 Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian
dari peristiwa kematian yang dilaporkan




Persentase cakupan kepemilikan Akta
Perkawinan pada semua pesangan yang
perkawinannya dilaporkan

Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian
pada semua individu yang perceraiannya
dilaporkan

BAB IiI
subbab (3.1)

3.2. Tujuan dan Sasaran dari Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja ini adalah :

1.

Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
lebih baik, efektif dan efisien.

Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dan
akurasi database.

Peningkatan kualitas ASN serta sarana dan Prasarana aparatur yang representatif.

Sedangkan sasaran yang dituju adalah :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukn dan validasi database.
2. Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang
baik, transparan dan terukur.
3. Meningkatnya efektivitas, efesiensi kinerja dan kompetensi aparatur.
Tujuan dan Indikator Tujuan disertai Target Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No. Tujuan Indikator Tujuan Target 2025
1 2 3 4
1 Meningkatkan Akuntabilitas Indeks Reformasi BB
Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Birokrasi Perangkat
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Urusan
Kependudukan
2 Mengoptimalkan Tata Kelola Administrasi | 1. Indeks Kepuasan 80,35
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat (IKM)
kepada masyarakat yang berintegritas, urusan kependudukan
responsive dan profesional 2. Persentase Penduduk 100%
yang memiliki Dokumen
Kependudukan




Sasaran dan Indikator Sasaran disertai Target Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.

Sasaran

Indikator Tujuan

Target 2025

2

Optimalnya Tata Kelola Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kepada masyarakat yang berintegritas,
resfonsif dan profesional

3

1. Persentase Penduduk yang

2.

memiliki KTP-el
Persentase Penduduk yang
memiliki KK

. Persentase Penduduk yang

memiliki Akta Kelahiran
umur 0-17 tahun
Persentase Penduduk yang
memiliki Akta Kematian

. Persentase Penduduk yang

memiliki Akta Perkawinan
Persentase Anak usia 0-17
tahun kurang 1 {satu) hari
yang memiliki KIA

. Persentase Peningkatan

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap
Kinerja Pelayanan
Kependudukan

99%

100%

100%

100%

100%

60%

91

Meningkatnya Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

Persentase Penyerapan
Anggaran

80,35

94,50%

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

Tujuan

Sasaran

2

3

Meningkatkan Akuntabilitas
Penyelenggaran Pemerintahan Urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Optimalnya Tata Kelola Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada
masyarakat yang berintegritas, resfonsif dan

profesional

2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Urusan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

BAB Il
subbab (3.2)




3.3. Program dan Kegiatan
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
yang terdiri dari beberapa kegiatan :
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
iii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
v. Fasilitas Kunjungan Tamu
vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

il. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk,
yang terdiri dari beberapa kegiatan :
a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
i. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran
Penduduk
b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
i. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil,
yang terdiri dari beberapa kegiatan :
a. Pelayanan Pencatatan Sipil

i. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil



b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

i. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

yang terdiri dari beberapa kegiatan :
a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
i. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
i. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pendayagunaan Data Kependudukan

. Program Pengelolaan Propil Kependudukan,

yang terdiri dari beberapa kegiatan :
a. Penyusunan Propil Kependudukan
i. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota




vioi
/NI1vdnavi Hvy3ava
npjem ledaj ad ueduenay NVHV.LNIHINId NYSNIN
Iseslsiulllpy asejuasiad ONVINNNId NVHO0Ud
yetaeq
yesaeq| 1e)3uRIad UBBURIUBIR
001°650°ST uawnyop s nva 001°598°€ uawinyop § 1SH UBBUBJUDISd Uswnyoqg yejwn] uawnyoQg ueunsnAuad|
HVY3va LVISNVY3id
yesaeqg VM43INDI ISVNTVYAI
%00T 1e)8uesad ueeueduasad NVQ ‘NVYVOONVYONId
00T'650°SC nva 001°'998°¢€ %001 1SH uawnyoq eAuunsnsiag ‘NVVNVON3I¥3d
npem eda) vioN
IsenjeA3 1 uesegdueduad /NILVdNEV) HY¥3Iva
‘ueBUBIUAIB UdWNYOQ NVYHVLNIYINId NYSNYEN
95£'099'v€C9 %001 nva TLTLSTTVO'L %007 1SH ueunsnAuad aseluasold ONVINNNId WVHO0Ud
......... uesnin Wr_mﬁ_m
=t uesnin
(o1) (6) (8) () (9) (s) v (€) (@ ()
Jexipyi MMMMWW eueg neipu) eliauty
n3ded \mpmc .csz:nwv_ am.w:m 1 Jdquing | nded \mmmo .:mcsu:nwv_ uelede; 15401 uejei3ay/wesdoid
8unuad i) uese3ay/ uep ;m‘_w.mo ueyejudawad apoy|
uejeie) weaSoud efiaury Jo3exipu| :
9707 unye] eueduay nley ueespjely uesnun Suepig/uesnin
(eueduay unyel) §Z0Z unye] euedsuady

jidis uejeleauad uep uelnpnpuada) seuiq : yesseq jexduesad

ye3ua] 1esuns niny uslednqge)
970z unye | nlejy ueespjesd uep
G20z unye] yesaeg 1ex8uelad uere13a) qns uep uelelsa) ‘weidold euedusy uesnwny




uexe|pasig
BueA sojuey uedexydualiad

Jojuey uedeyduajsad

000°'00S°00€ 1ayed z1 nva 89T°T6V°09 wyed zt 1SH uep uejejelad 13xed yejunf uep uejejesad ueeipaiuag
HVY3VA LYIONVY3d
086'6Z0°SET'T %001 nva 891°Z6V"9LE %001 1SH WNWN ISYULSININGY
VioNl
/NaLvdnavy Hv¥ava
juehejp NVHViINIIW3Id NYSNdN
SueA qd 1eme8aq asejuasiad ONVINNNId WYYDO0Ud
eAuuedeydusja)
uedey8ua|ay 1NqLIY eUBSaY 1hquy elasag
000°008'8 19ed 1 nva 000°008°6 ed T 1SH seulq ueiexed 13)ed yejung seulq uelexed ueepeduad
Hv43iva
NquIy enasag | LYNONVYYH3Id NVIVMYOIdIN
0000088 %001 nva 000008°6 %001 1SH seu|q ueleyed eAuelpasiag ISVHLISININGY
viod
nem leda] tuehejiq Suel /N31vdnavi Hvdava
ad temedad Isesisiujwpy NVHVLNIYIW3d NYSNHN
uejesajeAua asejuasiagd ONVINNN3Id NVYO0Ud
ad)s ueduenay
iseyiyaA/uelinduad ad)s ueduenay
uep ueeyesnejeuaq 1seyylap/uelin8uad uep
00V L26'PT uswmiop § nva 009'19Z'€ uawnmyopg  ISH uawmyoq yejwnr | ueeyesnejeuad ‘ueeuesyelad
NSV ueduefun)
uep ifeo ewUSN NSV uesuefun
000'698'28Z°C d10 07 nva | LOL'TEE6TLE 81007 1SH 8ueA 3ueiQ yejwng uep ifeo ueelpaiuad
NSV ue3uefun}
uep ifeo eAueipasiat
adis ueduenay
isexiysA/uelin8uad
uep ueeyesneleuad HVYY3VaA LWIONYYIJ
00¥'96L°L6T°T %001 nva LOE'€6S'TEL'E %001 1SH eAueuesiefsa) NVONVNIN _m<¢hm_z=>_c<¢




ue8uede] neje |euoisesadQ edeig ‘ueeseyi|awad

881" LEO86T Hun 6 nva 009'S/L'€6 WuN 6 1SH seul(] ueeiepuay yejuwnf esef ueeipaAuad

HVY43Iva

HVINIY3IW3d NVYSNHN

ejeyyadia) Sueh Buefunuad | ONVINANId HVHIVA NN

88Y°£8.4'CSS %0071 nva 009'SLL'ETT %001 1SH ad - QNG asejuasiad ONYHVE NYVHVHNIW3d
ueyeipasip duel

Jojuey wnwn ueueAejad esef jojuey wnwpy

88Y°SYLT90°C uejodeq z1 nva 96v'¥19°199'C uesode] z1 1SH ueeipaAuad uesodej yejwnf ueueAe|ad esef ueeipaiuddi
uejelpasip
BueA »juis)) vep Jie

eAep Jaquins |sejiunwoy esel }uIsI] uep 11y eAeq Jaquing

00v'¥8T'8P1 uelodeq T nva 000'v¥00°0€T uelode z1 1SH uee|paiuad uelodej yejwny | ‘ISe)IUNUIOY eser ueelpauwiad

1eanAusw jeuns ese| einAudN

006°LST'S ueisode] ¢ nva 009°210'T uesode] ¢ 1SH ueeipaiuad uelode| yejwung 1eins esef uee|paiuag

HYY3Iva NVHVINIHINIG

e1pasia) 3ueh uesnin NVYSNYN ONVINNN3d

88L7/8T'STTT %001 nva 960°T€9°S6L'T %001 1SH 8uefunuad eser asejuasiad VSVl NVVIQ3IAN3d
adis

ISE1|NSUO) Uep ISBUIPIOOY adxs

jedey ueeie88uajpAuad ISE}{NSUO) Uep ISeUIpIoO)]

08¥'SL8YTL uesode) zT Nva | 000°610°00€ uesode| 71 ISH uesodey yejunf ledey ueese33uajaAuad
nwe) uedunfuny

000°092°6¢ uesodeq T nva 000°00Z°0T uesode zt 1SH seyjise) uesode| yejunf nwej uedunfuny seyjiseq
uexelpssig

8ueA ueBuepun-8uepuniad ue3uepuny

ueinjeiad uep ueedeg -Buepuniad ueinjesad

006'SSTY uelode ZT nva 000°58¢ uesodej ZT 1SH ueyeg uawnyoQ yejwnf juep ueeseg ueyeg ueelpaAuad
uexyeipasip

SueA ueepue838uad uep ueepue3d3uad uep

009°888 v uesodel g1 nva 000°L66'Y 19xed zt 1SH uexye3ad 3ueseq 3axed yejwns ueye}a) ueyeq ueelpatuad

uejelpasip SueA itojuey Jojue
000°0SZ' T uelode z1 nva | 000°00S°0T 19jed 71 1SH a13si80] ueyeq 1axjed yejwny Ansid07 ueyeg %m_u&:wu_




Sunuad
emilslad uelode|ad seje

ueueAe ueyie}8unig SueA ndis uawmjog uelnqgIaudd uep
TEV'OTT 90V %001 nva 000°000°05 00007 1SH ueleIEIUdd UBURAET YE|WIN[ | UBBYESNEIEUDJ ‘UBlRIBIUdd
njem jeda) ueyiesa|asip
8ueA j1dis uejeesuaq dis
TEV'0TT 90V %001 nva 000°'000°0S %001 1SH uswnjoq elel-eley NVLVIVION3d NVNVAV1id
npjem jeds) ueyiesajasip
8ueA jidis uejejesudqd 1dIS
178°066'SL9 %001 nva | 000°00v°08 %00T 1SH uswnjop asejuassad NViVLIVON3Id WV¥O0Ud
ynpnpuad
ueieyepuad iseljeisos Anpnpuad;
00£°01S'SE9 deq uesog nva 008°e6¥0T uesodeq Z 1SH liseH uesodeq yejunf ueleyepuad Isesl|eisog
jnpnpuad
06/£'898LLT %001 000°'SL8'ELT %001 1SH ueseyepuad Iseyjises
ynpnpuad ueseyepuad ANANANId NVHV14VAN3d
O6Y'6LE°E18 %007 008'89€ V8T %001 1SH ueese3duajpAuad asejuasoid NVVHVOONITIANI
FNpnpuad ueleyepuad seiy
uawn}oQ ueygiauad uep | UBNNPNpUada) iseasIuIWPY
ueueAeq ueuehe] ueeyesnejeusd ‘uejeiesuadd uejuay uep uaueuilad
000'SLTELT 00007 nva 000°00¥"0€ 00001 1SH lIseH uawinjoq yejunf UON Npnpuad ueejepuad
ueeuay aq
unyey pd vy uep |12 d1) J9q ANANAN34G
000°SLTE€LT %00T 000700t 0€ %00T 1SH gifem ynpnpuad asejuasolid NVYEV1IVANId NYNVAVI3d
npem jeday uexiesajasip
SueA ynpnpuad ueseyepuad INANAn3d
0659986 %001 ava | oog'g9svie %001 ISH ueueAejad asejuasosd NViViivAN3Id ANVYD0Ud
iseyjiqeysaig/eseyladiq
SueA eAuuje] ueunSueg |eAuule] ueundueg neje Jojuey
neje aojuey Sunpag | Sunpap eueleseld uep eueleg
000°0SL'¥S¢E nwnt nva 000°000°0¢€ wnt 1SH eueleseld uep eueles yepuny Isejljigeyay/ueeleyijawiad

eAuueuyziiad
uep yeled ueyseleqip
uep eseyyadiq Suei

ue8uedeq neje |euoisesad(
Seu|q ueelepuad) ueuiziiad
uep yefed ‘ueeleyijdwad




ueynpnpuada) Isensiuupy
Isewojuj ueejoja8uad
ueseme3uad uep ueeuiquiad

ue)npnpuada)y Iselisiuiupy
iseurioju| ueejoja8uagd
Hexysa) uesemesuad

00S'SSE'LLT uesode] TT nva | 000°0S6'v uejodel TT 1SH lseH uesode yejwung uep ueeulquiad

NYXNANAN3dIN

ISVYISININGY

ISYWYO4NI NYY10139N3d

31epdn uep pifea NVSYMVON3Id

995778 12S Nva | 000°0SE'SE 1SH SueA ynpnpuad ejep yejwnf Nva NVYVNIGWId
uejnpnpuaday

ISEISIUIWPY ISewIofu| | ueynpnpuada)y ISensiuupy

uee|oja8uad Isesljelsos Isewioju] ueejoja8uad

000°000°002 uesode] T nva | 00000v'0€ uesoden TT ISH [lseH uesodeq yejwnf uexIa] iseslfelsos
uexnpnpuaday

ISEASIUIWPY ISeWIOU| cmv_:_u:ﬁcwnmv_ isenjsiuiwpy

:mm_o_wm:wn_ Isejlise4 Isewoju| :mm_o_mmcma

026'908'109 uesodeq IT nva | 000°00¥°09 uesode] T ISH liseH uesode yejwnf yexIa ) Isedjisey

NYINANANIIN

ISVYLSIN INaY

uejeweda) uelewedd)y eseytjadiat | ISYIWHOANI NVYVIOT1IONId

026'908'108 11 nva | 000°008°06 11 1SH 8ued yy|s ueduuel yejwnr NVVHVOONITIANId

uejnpnpuaday NWVINANANIdIN

ejeq uejeejuewad | ISYYISINHAIQY ISVINHO4NI

98V°679'€TE'T %001 nva | 000°0ST°921 %001 1SH ueynudwidd yejwnf | NVVIOTIONId WVH¥O0Ud

11dis uejeyedUa{ Isesijeisos j1dis uelejeduad

06€°08L°69T uesodeq T nva | 00000t 0f uesode T ISH liseH uelodeT yejwnf Heyua] Isesljeisos
npjem jeda] ueyiesa|asip

BueA jidis uejeseouaq TdIS NVLV1VIN3d

06€'08L°69C %00T 000°00t°0€ %00T 1SH uswnyjoq ejes-eley NVYVYYOONITIANI




(€°€) geqgns
111 avg

S08'858°€89°6 120°9L6°819°L HYIWNNS
unsnsiaj
3ueA ujeq] 8ueA ueyningay uie SueA ueyningay
euas ueynpnpuada) epas ueynpnpuaday
1s)2A0ug uep ueSuequiaylad | I1s)3Aold uep ueduequiaiiad
ST EL6'TI uawnyoq € nva 000°005°SS uswmoqg € 1SH eyeq [1j04d uswnyoQ yejwng eleq |IJoid ueunsnAuadd
ejoy/ualednge)y
ej0)j/ualednge) uejnpnpuaday
0 uawnmjoqg 1 nva 000°000°00T uawnyoqg t 1SH ueynpnpuada) eieq yejwnf ejeq ueelpaAudd
unsnsaa) Sueh
ujeq SueA ueyningay euas
ueynpnpuaday is)ahold uep
ueSuequa)lad eieq |140.d
ueunsnAuad eAueuesyepuaj
adis/isueisy
yajo ueyjeejuewp
8ueA uejnpnpuaday NVINANAN3dIN
[ATA T4 X414 %001 nva 000°00S°SST %001 1SH IsewJoju} eleq 11404d NVYNNSNAN3d
isepijosuo)
lisey u8p 1ensas uep yisiaq
yepns SueA uelnpnpuaday NWINANAN3d3a) 1404d
IST'ET6'TIY %00T Nva | 000°00S°SST %001 1SH ejep asejuasiad NVVI013I9N3Id WYHY90Ud
ueynpnpuaday
ejeq ueeunSeAepuagd uep ueynpnpuaday
uexnpnpuaday ISeNSIuLPY eyeq ueeungeAepuad uep
Iseurioju} ueejojaduad | ueynpnpuada)y Isesisiuiwpy
ueNI3} siuya] ueduiquig ISew.ojuy ueejoja8uad
990" L9V ¥ T uesodey z nva | 000°00t'0€ uelode Z 1SH i'se uelodet yepunf Heyd3 ] sy ueduiquig




BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendukung

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, yaitu “Terwujudnya Hulu Sungai
Tengah yang lebih Makmur, Unggul dan Dinamis (MUDA) dengan Misi Mewujudkan

Pemerintahan yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.

Rumusan Rencana program dan kegiatan perangkat daerah disusun untuk memenuhi

sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

dengan pertimbangan terhadap rencana kerja dan tercapainya target kinerja dan pendanaan

yang dirumuskan dengan tujuan utama untuk memenubhi :

1.
2.
3.

Pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah
Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan

Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target kinerja dan pendanaan Tahun 2025 dalam mewujudkan Tujuan

dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu

Sungai Tengah merumuskan :

1.

2.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan, Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan
Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu,
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan, Penyediaan Jas Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Pendaftaran Penduduk



Kegiatan, Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan, Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran
Penduduk
Kegiatan, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan, Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
Kegiatan, Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Kegiatan, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan, Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kegiatan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan, Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Sub Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
5. Program Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan
Kegiatan, Penyusunan Profil Kependudukan
Sub Kegiatan, Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Penyusunan Profil
Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lainnya

Secara rinci, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja dan Pendanaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 adalah

sebagaimana tabel berikut :
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2025 disusun sebagai bahan dokumen perencanaan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, juga sebagai panduan dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan di bidapg kependudukan dan pencatatan
sipil diharapkan dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, sehingga
perlu kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan secara terus menerus.

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikah dalam penataan administrasi
kependudukan terkait pelaksanaan rencana kinerja diantaranyh :

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) memerlukan dukungan jasa
telekomunikasi sehingga perlu biaya operasional yangl memadai.

2. Perlunya sarana dan prasarana pendukung kearsipan |administrasi kependudukan baik
dalam bentuk dokumen material maupun digital.

3. Keinginan pemerintah dan tuntunan masyarakat untpk dapat memberikan pelayanan
administrasi kependudukan yang lebih baik

4. Suasana kantor yang nyaman dan kondusif perlu di g oleh sarana dan prasarana
pelayanan administrasi kependudukan yang mej::ccl: sebagai sebuah tuntutan
pelayanan prima bagi masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan
Sungai Tengah Tahun 2025 yang telah disusun ini tentunyd masih jauh dari kata sempurna,

encatatan Sipil Kabupaten Hulu

sehingga masih perlu perbaikan dan penyempurnaan perencanaan di masa mendatang.
Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2025 ini menjadi dokumen yang bisg dipergunakan sebagai pedoman
kerja dan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kebytuhan untuk dapat memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat terkait tertib administrgsi kependudukan dan pencatatan

sipil yang berbasis SIAK di tahun 2025 dapat terwujud.

Baraba1 13 Februari 2024

‘ pala DinasK ep el nkan dan Pencatatan Sipil
: 0 NSungai Tengah
AU
‘ ; —
DINAS KEPENDUDUK 4..
DAN PENCATATAN SIP|L ” ?
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